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Mengingat: 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Pera 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsi 
Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip y g 
ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Ke ala 
Arsip Nasional Republik Indonesia; 

b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertan an, 
Urusan Perdagangan, Urusan Perhubungan, Uru 
Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Menengah, U 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Urusan Kepegawai qi 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mend pat 
persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indon sia 
dengan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No or: 
B-PK.02.09/211/2019 Tanggal 19 Desember 2019, Hal 
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi 
Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substantif Peme · 
Daerah Kabupaten Wonogiri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bu 
tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pe 
Urusan Perdagangan, Urusan Perhubungan, U 
Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menen ah, 
dan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Lin an 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi J wa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsi an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 ); 

TENTANG 

JADW AL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 
URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERDAGANGAN, URUSAN PERHUBUNGAN, 

URUSAN PERINDUSTRIAN, URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH, DAN URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI, 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 14 TAHUN 2020 

SALIN AN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indone i 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu lik: 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon sia 
Nomor 5286); 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomo 
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Se 
Perekonomian Urusan Pertanian; 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomo 
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Se 
Perekonomian Urusan Perdagangan; 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomo 
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Se tor 
Perekonomian Urusan Perhubungan; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nom 
Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Se 
Perekonomian Urusan Perindustrian; 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2014 ten tang Pedoman Retensi Arsip Se 
Perekonomian U rusan Koperasi dan U saha Kecil dan Meneng 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Norn 
Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Se 
Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Da 
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Won gin 
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabup ten 
Wonogiri Nomor 156); 

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 ten mg 
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Peran kat 
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Won girl 
Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah de ah 
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2019 ten 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 T un 
2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organi asl 
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Da rah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 8); 



,, 

6. Dinas Kearsipan atau dengan sebutan yang lain adalah Dinas Kears· 
Kabupaten Wonogiri. 

7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terh 
suatu jenis Arsip. 

8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis 
c:limusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan se 
pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip. 

9. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif ad 
daftar yang berisi jenis Arsip substantif beserta jangka waktu penyimpan 
sesuai dengan ni1ai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyus 
Arsip substantif. 

10. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada 
Pengolah. 

11. Retensi lnaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip 
Kearsipan/ Pusat Arsip. 

12. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan 
pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusn 
Arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan Arsip statis kepada lem 
kearsipan. 

13. Pemindahan Arsip inaktif adalah kegiatan pengurangan Arsip inaktif dan 
pengalihan tanggung jawab pengolahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit 
kearsipan di lingkungan lembaga Negara dan badan-badan pemerintahan. 
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerin ~ 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang men adi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perw 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang men a · 
kewenangan Daerah. 

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan m ~ 
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di uat 
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidik . .cu.i. 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseor 
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang c:limaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 
3. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI AR IP 
SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN, URUSAN PERDAGANG 
URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN PERINDUSTRIAN, URUS 
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN URUS 
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI DI LINGKUN 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI. 

MEMUTUSKAN: 



Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
(1) JRA Substantif memuat Jenis Arsip, Retensi dan Keterangan. 
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Pasal 3 

(1) JRA Substantif Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perhubun ~· 
Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan 
Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Lingkungan Peme · t:ah 
Kabupaten Wonogiri dimaksudkan untuk menjamin tertib adminis asi 
pengelolaan Arsip. 

(2) JRA Substantif bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman 
penyusutan Arsip. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

14. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip yang tidak bemilai ~9i 
dan pengamanan infonnasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fi ilc 
Arsip sampai tidak dikenali lagi. 

15. Penyerahan Arsip sta.tis adalah kegiatan pengurangan Arsip pengali 
tanggungjawab pengelolaan Arsip sta.tis dari lembaga pencipta. Arsip kep da 
lembaga kearsipan dalam rangka penyelamatan dan pelesta.rian memori kole · 
dan bahan pertanggungjawaban. 

16. Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya 
kepentingan pengguna Arsip. 

17. Nilai Guna Primer adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan Arsip 
kepentingan lembaga/instansi pencipta Arsip. 

18. Nilai Guna Sekunder adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan 
bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di l 
lembaga/instansi pencipta Arsip dan kegunaannya sebagai bahan b 
pertanggungjawaban nasional. 

19. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keteran an 
yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi y g 
bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi 
tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan se a 
langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, be da, 
fenomena, masalah dan sejenisnya. 

20. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sis em 
pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena me ka 
tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktivi s, 
memiliki bentuk khusus atau karena beberapa keterkaitan lain yang m cul 
dari penerimaan, penciptaaan dan penggunaannya. 

21. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu j nis 
Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah h bis 
dan tidak memiliki nilai guna lagi. 

22. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu j rtjs 
Arsip yang memiliki Nilai Guna Sekunder atau Nilai Guna Primer, ~ib 
diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah sebagai ti 
pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. 
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(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mem at 
Rekomendasi yang meneta.pkan arsip dimusnahkan ata.u dipermanenkan. 

(2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang peneta.pan suatu j nis 
arsip dimusnahkan dan dipermanenkan diteta.pkan berdasarkan pertimbang : 
a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi sip 

tersebut tidak memiliki nilai guna; 
b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai a 

kesejarahan ata.u nilai guna sekunder. 

Pasal 5 

(1) Ketentuan mengenai JRA Subst.antif tercantum dalam Lampiran merup 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) ditentukan untuk Ret 
Aktif dan Retensi Ina.ktif. 

(3) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Ina.ktif berdasarkan krit ria 
sebagai berikut : 
a. Retensi Aktif diteta.pkan dengan pertimbangan untuk 

pert.anggungjawaban di unit pengolah; dan 
b. Retensi Ina.ktif diteta.pkan dengan pertimbangan untuk kepentingan 

kerja dan kepentingan Perangkat Daerah terkait. 
(4) Retensi Aktif dihitung sejak arsip dicipta.kan dan diregistrasi hingga 

masalah pada naskah selesai diproses. 
(5) Retensi lnaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya. 

Pasal 4 

BAB III 
JADWAL RETENSI ARSIP 

(2) Jenis Arsip Subst.antif meliputi : 
a. Arsip Urusan Pertanian; 
b. Arsip Urusan Perdagangan; 
c. Arsip Urusan Perhubungan; 
d. Arsip Urusan Perindustrian; 
e. Arsip Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
f. Arsip Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 
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SERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 14 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 16 Maret 2020 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN WONOGIRI 

ttd 

TEGUH SETIYONO 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 16 Maret 2020 

BUPATI WONOGIRI, 

ttd 

JOKO SUTOPO 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bu ti 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pasal 6 

BABN 
KETENTUAN PENUTUP 


